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UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN NKRI

Effundn Wahyono', Yuda B. Tangkilisan®, Djoko Marihandono®
Frogmrn Studi Kearsipan FISIP Universitas Terbuka
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi sejarah perkembangan pengelolaan pelayaran perintis
di Indonesia sebagai sarana pendukung dalam pembangunan daerah teruar, terpencil, dan terbelakang
secara ekonomi dalam kaitannya dengan ketahanan Negara Kesatuan Republilc indonesia (NKR!) periode
1974-2012, Penelitian ini dilakukan dengan mefode sefarah. Sumber yang digunskan dalam penelitian ini
adalah arsip/dokumen, laporan sejaman, sural kabar, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini
menunjukian bahwa kebjjakan pengelolaan kapal perintis dan menentuan fravek pelayaran perintis selalu
berubah/disempurnakan berdasarkan kebufuhan. Jumiah kapal perintis selalu berfambah sefiap fahun,
demikian juga dengan subsidi kapal perintis. Jalur frayek pelayaran perintis sudah dapat dikatakan felah
dapat menjangkau daerah-daerah lerluar dan terbelskang secara ekonomis dan mengafasi masalah
koneksitas daerafi tertinggal dengan daerah yang lebih maju. Sampai tahun 2012, ada 67 trayek
pelayaran penntis yang berpankal di 30 pelabuhan pangkal. Meskipun demikian, lama satu trip peralanan
masifl panjang, yailu rala-rata sekitar 15 hari. DV samping jfu masih ada overlapping jalur pelabuhan
singgah pada beberapa frayek. Masalah lain adalah terjadinya sarana transportasi pada jalur pelayaran
perinits yang disebabkan karena keterlambatan lelang atau kerusakan kapal

Kafa Kunci pembangunan, daerah tertinggal, daerah terbelakang, balas wilayah, pelayaran perintis.

daratan dan Eropa terdiri atas banyak
1. PENDAHULUAN Negara dataran.”’
Kawasan perbatasan yang umumpunya
merupakan pulau-pulauy  kecil,  memiliki
permasalahan yang secara umum sama,
yaitu sulitnya transportasi dan komunikasi,
Saat ini masih banyak pulau-pulau kecil di
kawasan  perbatasan yang fasilitas
transportasinya masih  sangat ierbatas,
bshkan belum ada sama sekali, Daerah
terpencil tersebut tidak sedikit yang memiliki
potensi kekayaan alam yang melimpah,
tetapi akan tetap tertinggal jika tidak
didukung dengan sarana transportasi yang
memadai. Hal ini akan menimbukan
kesenjangan sosial dan ekonomi yang
makin besar dibandingkan dengan daerah
pulau lainya yang memiliki infrastruktur

Indonesia merupakan Negara maritime yang
memiliki wilayah laut lebih luas daripada
wilayah daratan. Wilayah laut Indonesia
mencapai 5,8 juta km2 (terdiri atas 3,1 juta
km2 wilayah perairan Indonesia dan 2,7 juta
km2 merupakan wilayah Zona Ekonomi
Eklusif). Dengan demikian, wilayah laut
yang dimiliki Indonesia mencapai sekitar
73.41%, yang ditopang dengan wilayah
pantai sepanjang 95.181 km (Imron, 2011).
Menurut Latif, Sukarno pernah mengatakan
bahwa Indonesia adalah MNegara lautan
yang ditaburi pulau-pulau. Gambaran itu
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan

Negara kepulauan yang memiliki 18.108 ] : et et
pulau. Luas wilayah Indonesia dengan transportasi yang lebih maju. Di samping itu

lautannya kurang lebih sama dengan dari 'Isn_ag_i ketahanan daerah yang terlisclasi
Amerika Serikat, dan lebih luas dari Uni memiliki kerentanan dan ketahanan yang

Eropa. Bedanya, Indonesia terdir atas rapuh, yang dapat mengikis dan
ribuah pulau di atas lautan yang luas, meruntuhkan semengat nasionalisme.

sedangkan Amerika Serikat adalah Negara Pembangunan di daerah terpencil, terdepan,
tidak mungkin  berdalan efektif tanpa

“atif, Yudi {2013). “nasionalisrme masa kini
dalam perspektif Pancasila®, dalam Jurnal Dialog
Kebijakan Publik, Edisi 10, {Juni) 2013,

780



didukung oleh infrastruktur yang memamdai,
terutama transpertansi. Karena Indonesia
merupakan Megara kepulauan, yang wilayah
perbatsannya umumnya laul, maka
diperlukan transportasi laut yang memadai,
yang menghubungan antara daerah-daerah
terdepan, dan terpencil dengan daerah-
daerah lain yang lebih maju. Karena daerah
terpencil dan terdepan secara umum tidak

dilalui cleh pelayaran regular, maka
pemerintah harus memberikan subsidi
melalui  angkutan |aut perintis sampai

mereka memiliki kemandirian ekonomi untuk
menyelenggarakan sarana transportasinya
sendin. Makalah ini akan difokuskan pada
bagaimana gambaran kondisi pembangunan
perbatasan Indonesia dan bagaimana peran
angkutan pelayaran perintis dalam menjang
pembangunan di kawasan tersebut.

2. KAJIAN LITERATUR

Pengertian kawasan perbatasan
negara menurut UU 262007 dan PP
26/2008 adalah wilayah kabupaten/kota
yang secara geografis dan demografis
berbatasan langsung dengan negara
tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan
menurut UL 43/2008, kawasan perbatasan
negara adalah bagian dari wilayah negara
yang terletak pada sisi dalam batas wilayah
Indonesia dengan negara lain. Dalam hal
batas wilayah negara di darat, kawasan

perbatasan berada di kecamatan vyang
berhadapan langsung dengan negara
tetangga. Sementara unit  kecamatan
perbatasan di arahkan pada penguatan
sabuk  perahanan, keamanan  dan
kesejahteraan masyarakat yang didukung
dengan pengembangan sarana dan

prasarana sosial dasar serta pemberdayaan
masyarakat. Ini di fokuskan pada kecamatan
perbatasan di 38 kabupaten/kota
prioritas. Pada level lokal, permasalahan
yang dihadapi oleh dasrah perbatasan

adalah berupa ketensolasian,
keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya
harga barang dan jasa, keterbatasan

prasarana dan sarana pelayanan publik
{infrastruktur), rendahnya kualitas SDM
pada umumnya, dan penyebaran penduduk
yang tidak merata.Sementara pada level
nasional, permasalahan daerah perbatasan
adalah berupa: Kebijakan pemerintah yang
kurang berpihak kepada pembangunan
daerah perbatasan, Tapal batas negara,
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Penyelundupan tenaga kerja Indonesia
(TKI.#

Undang-undang Mo, 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran menyebutkan bahwa pelayaran
adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas angkutan di perairan, kepelabuhanan,
kesalamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritime.
Sedangkan  Pelayaran-Perintis  adalah
pelayanan angkutan di perairan pada
trayek-trayek  yang  ditetapkan  oleh
pemerintah untuk melayani daerah atau

wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh

angkutan  perairan  karena  belum
mendapatkan manfaat komersial. Dalam
terminology sejarah  Indonesia, sejarah

pelayaran masuk dalam kajian sejarah
maritim.

Kajian tentang sejarah maritim di Indonesia
telah dilakukan oleh beberapa ahli sejarah.
Kajian sejarah maritim secara akademis di
Indonesia dimulai oleh Adrian B. Lapian,

Dalam disertasinya tentang  Sejarah
Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX, ia
berhasil merumuskan tiga tipe ideal

kekuatan di laut Sulawesi, yaitu orang laut,
bajak laut, dan raja laul. Disertasi yang
selesai ditulis pada tahun 1986 pada
fakultas Sastra UGM itu  kemudian
diterbitkan cleh penerbit Kemunitas Bambu
pada tahun 2009 atas kerjasamanya dengan
Ecole Francaise d’Extreme-Orient,
KITLV Jakarta, ANRI, Jurusan Sejarah FIB,
dan jurusan Sejarah FS Unpad.” Kajian
tentang sejarah maritim juga dilakukan oleh
AM. Djuliati Suroyo yang menggambarkan
bahwa jiwa bahari sudah lama dimiliki oleh
bangsa Indonesia.Melalui kajiannya
tersebut, Djuliati dapat menjelaskan bahwa
nenek moyang bangsa Indonesia adalah
pelaut aatu Jang disebutnya sebagai
bangsa bahari.
Selanjutnya, Singgih Tr Sulistiyono dalam
diseriasinya mengurai masalah sejarah
pelayaran dan perdagangan di laut Jawa
dari tahun 1870-1970. Dalam Karyanya
tersebut Singgih mengurai bagaimana
jaringan pelayaran dan perdagangan di
Jawa dalam membentuk hubungan dengan

“http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-
isuue/160-oktober-2011/1229-strategi-
pembangunan-kawasan-perbatasan.html

** Adrian B. Lapian, Orang Laut, Bojak Laut, Rajo
Laut: Sejarah Kowasan Lout Sulawesi Abad XIX,
Jakarta: Komunitas Bambu, , 2009,

** A.M. Djuliati Suroyo, Sejarah Maritim
Indonesia I: Menelusur Jiwa Bahari Bangsa
Indonesia Hinggo Abad ke-17, Semarang: leda,
2007



daerah-daerah lain di luar Jawa dalam
proses integrasi ekonomi di Indonesia. Di
samping itu, melalui disertasinya, Singgih
bahkan dapat menunjukkan kejayaan dunia
Maritim Indonesia sebelum bangsa-bangsa
Eropa menguasai wilayah Nusantara.
Karya singgih lainnya tentang sejarah
pelayaran adalah dalam bentuk buku teks.
Dalam buku ini Singgih menggambarkan
perkembangan dunia kemaritiman Indonesia
sejak pra colonial, masa colonial, hingga
pacakolonial. Karya Singgi ini bukan hanya
menjelaskan perkembangan pelayaran dan
perdagangan di kawasan laut Nusantara,
tetapi  juga  perkembangan  industry
perkapalan di Indonesia.”®

Karya lain tentang pelayaran di Indonesia
ditulis olenh Campo yang menggambarkan
bagaimana KPM (Koninkijke Pakefvaart
Maalschappif) dapat memegang mononopoli
pelayaran di seluruh  wilayah Hindia
Belanda. Dengan system  monopolinya,
KPM dapat menguasai jalur-jalur pelayaran
antarpulau di seluruh wilayah kepulauan

Nusantara sekaligus untuk mengontrol
seluruh wilayah kekuasaan Hindia
Belanda*

Melanjutkan periode yang ditulis Campo,
Bambang Surowo melalui tesis mastermya
mengkaji tentang persaingan hegemoni
kekuasaan pelayaran di laut antara KPM
dengan Pelni pada masa-masa awal
Indonesia pada kurun waktu pacalndonesia
merdeka hingga dasawarsa 1960-an. Dalam
karyanya ini Bambang menjelaskan bahwa
perusahaan KPM di Indonesia bearkhir
karena nasionalisasi. Meskipun demikian,
menurut Bambang, pemerintah Indonesia
hanya berhasil menasionalisasi asset-aset
KPM yang ada di daratan. Kapal-kapal milik
KPM tidak berhasil dinasionalisasi karena
kapal-kapal tersebut telah terlebih dahulu
dilarikan ke luar wilayah Indonesia atau
diusir oleh angkatan laut Indonesia karena
konflik di Ifan Jaya® Khusus pelayaran

“* Singgih Tri Sulistiyono, The Java Sea Network:
Patterns in the Development of Interegizonal
Shipping and Trade in the Process of National
Economic Integration in Indonesia, 1870-1970
(Disertasi Staat Universiteit, Leiden, 2003)

% Singgih Tri Sulistiyono, Pengantar Sejarah
Maritim Indonesia, lakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2004.

INEM. 3 Campo, De Kaninklijke Paketvoort
Maatschappij: Stoomvaart en Staatsvorming in
de Indische Archipel 1888-1914, Hilversum:
Verioren, 1992,

0 Bambang Surowo, “KPM Versus Pelni:
Persaingan merebut Hehemeni Jaringan
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perintis, Ambar Lestari Kadarsan mengurai
bagaimana jenis pelayaran ini menjadi
madal dalam pengembangan transportasi
laut di kawasan Indonesia bagian Timur,

Kajian-kajian pustaka tersebut belum ada

yang membahas keterkaitan antara
pelayaran perintis dalam kaitannya dengan
pembangunan di daerah-daerah terluar
sebagai proses dari integrasi nasional,
Sebagai Negara kepulauan yang sebagian
besar wilayahnya merupakan lautan,
pelayaran perintis merupakan sarana

transportasi yang strategis karena sarana
transportasi ini dapat menjangkau pulau-
pulau terluar wilayah Indonesia yang tidak
dilayari oleh kapal-kapal komersial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metade
sejarah. Dalam metode sejarah, ada empat
tahap dalam penulisan sejarah, yaitu
heuristic, kritik. interpretasi, dan historiografi.
Heuristik adalah merupakan tahap awal
dalam proses penulisan sejarah, yaitu
proses  pengumpulan sumber-sumber
sejarah. Tahap kedua, yaitu kritik adalah
tahap penyeleksian dan verifikasi sumber-
sumber sejarah untuk mengetahui apakah
sumber sejarah tersebut merupakan sumber
primer atau skunder, autentik atau tidak.
Tahap ketiga adalah interpretasi, satu tahap
di mana peneliti berusaha untuk memahami
teks atau sumber untuk direkronstruksi
menjadi sebuah penjelasan atau kisah dari
masalah yang menjadi objek penelitian,
yaitu pelayaran perintis dalam kaitannya
dengan pembangunan daerah terluar dan
tertinggal dalam rangka memperkuat NKRI.
Langkah berikutnya adalah penulisan
sejarah yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini menyangkut periode
antara tahun 1974 hingga tahun 2012,
Meskipun demikian untuk mendapatkan
benang merah dalam konteks vang utuh,
akan dielaskan pula masalah yang
berkaitan dengan pelayaran di Indonesia.
Karena itu, hasil penelitian ini akan
menjelaskan pula bagaimana masalah
perbatasan laut pada zaman colonial,
masalah pelayaran Nusantara pada zaman
Hindia Belanda, pelayaran pasca Indonesia

Pelayaran di Musantara tahun 1945-1960", (Tesis
52, Undip, 2012).

“ Ambar Lestari Kadarsan, “Pelayaran Perintis
sebagai Salah Satu Modal Pelayaran di
Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Pelayaran
Perintis di Wilayah Indonesia Bagian Timur”,
[Skripsi S1 FIB LH)



Belanda, dan masalah perbatsan
sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi
Djuanda dan dampaknya.

HASIL DAN BAHASAN
Kondisi Geografis Kawasan Perbatasan Indonesia

Megara Kesatuan Republik Indonesia
(MKRI) merupakan negara kepulauan
dengan garis pantal sekitar 81.900 km,
memiliki kawasan yang berbatasan dengan
10 (sepuluh) Megara, baik wilayah darat
maupun laut. Wilayah darat Republik
Indonesia berbatasan langsung dengan
negara-negara Malaysia, Papua Nugini
(FNG) dan Timer Leste, sedangkan witayah
laut Indonesia berbatasan dengan 10
negara, vaitu India, Malaysia, Singapura,
Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau,
Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini
(PNG)™  Daerah-daerah  perbatasan
tersebut secara umum merupakan daerah
miskin dan tertinggal.

Menurut Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah
tertinggal secara umum memiliki
karakteristik sebagai berikut:

Geografis. Umumnya secara geografis
daerah tertinggal relatif sulit dijangkau
karena letaknya yang jauh di pedalaman,
perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir,
dan pulau-pulau terpencil atau karena fakior
geomorfologis lainnya sehingga  sulit
dijangkau oleh jaringan baik transportasi
maupun media komunikasi.,

Sumberdaya Alam. Beberapa daerah
tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya
alam, daerah yang memiliki sumberdaya
alam vyang besar namun lingkungan
sekitarnya  merupakan daerah  yang
dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan
daerah tertinggal akibat pemanfaatan
sumberdaya alam yang berlebihan,
Sumberdaya Manusia. Pada umumnya
masyarakat di daerah tertinggal mempunyai
tingkat pendidikan, pengetahuan, dan
keterampilan vyang relatif rendah serta
kelembagaan adat yang belum berkembang.
Prasarana dan Sarana. Keterbalasan
prasarana  dan sarana  komunikasi,
transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan,
pendidikan, dan pelayanan lainnya yang
menyebabkan masyarakat di  daerah
terfinggal tersebut mengalami kesulitan
untuk melakukan aktivitas ekonomi dan
sosial.

Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan
Rawan Bencana, Daerah tertinggal secara
fisik lokasinya amat terisolasi. Di samping itu

“www.bappenas.go.id/index.php/download.
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daerah tertinggal dapat juga disebabkan
karena konflik sosial, bencana alam seperti
gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan
dapat menyebabkan terganggunya kegiatan
pembangunan sosial dan ekonomi atau
karena rusaknya infrastruktur yang sudah
terbangun.”

Sebagai Megara kepulauan, Indonesia
memiliki ribuan pulau yang tersebar di
wilayah perbatasan. Pulau-pulau terluar
tersebut ada yang berpenghuni dan ada
Juga yang tidak berpenghuni, Meskipun
demikian, keamanan dan kesejahteraan
warga Megara Indonesia di kawasan |uar
tersebut tetap harus terjamin, sehingga akan
tercipta keamanan dan ketahanan bangsa.
Diakui bahwa kawasan perbatasan laut
memiliki karakteristik yang berbeda antara
satu daerah dengan daerah yang lain
sehingga masalahnya sangat komplek
dalam perencanaan pembangunannya.
Tetapi dalam perspektif otonomi daerah,
pengelolaannya bisa di sesuaikan dengan
program unggulan di setiap daerah, di
bawah koodinasi daerah propinsi. Contoh
yang paling signifikan untuk membicarakan
daerah perbatsan laut adalah Propinsi
Kepulauan Riau. Propinsi ini merupakan
kawasan kepulauan yang secara umum
dapat disebut sebagai kawasan perbatasan
perairan dan kepulauan. Wilayah ini
merupakan pintu masuk lintas batas antara
Malaysia dan Singapura. Salah satu
ancaman yang dihadapi oleh propinsi ini
adalah hilangnya pulau-pulau kecil karana
penambangan pasir. Amcaman lain yang
dihadapi propisi im adalah perompakan
kapal, penyelundupan barang dan manusia,
dan perdagangan ilegal.

Karakteristis pulau-pulau terluar dan daerah
perbatasan memiliki berbagai permasalahan
perbatasan yang harus diatasi. Keragaman
permasalahan  tersebut  membutubhkan
penanganan dan pengelolaan yang berbeda
antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Dalam perspektif  otonomi daerah
pembangunan pulau-pulau terluar harus
integral dengan  program  unggulan
pembangunan  masing-masing  daerah.
Meskipun demikian, pembangunan pulau-
pulau terluar tersebut harus dikoordinasi
oleh pemerintahan propinsi, dan
pemerintahan pusat sehingga
pembangunan daerah terluar yang sangat
beragam tersebut tetap berada dalam

Nhttp:/hwww kpdt go.id/hali300027/183-kab-
daerah-tertinggal.
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perbatasan sebagaimana dituangkan dalam
Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Kabinet Indonesia Bersatu 2004-
2009(Keppres  No.7 tahun 2005) dan
Ferpres Mo, 78 tahun 2005, yaitu: (a)
menjaga  keutuhan  wilayah  Megara
Kesatuan Republik Indonesia, keamanan
nasional, pertahanan Negara dan bangsa
sarta menciptakan stabilitas kawasan; (b)
memanfaatkan sumber daya alam dalam
rangka pembangunan yang berkelanjutan;
{c) memberdayakan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan **
Perhatian khusus diarahkan bagi
pengembangan  pulau-pulau  kecil di
perbatasan yang selama ini  kuran
mendapatkan perhatian dalam program-
program pembangunan. Dengan demikian,
ada dua fokus dalam pembangunan pulau-
pulau teruar di perbatasan yang umumnya
merupakan  daerah  teringgal, yaitu
pendekatan keamanan dan pendekatan
kesejahteraan.

RPJPN 2004-2025 tersebut kemudian
dijabarkan dalam program lima tahunan
yang disebut Rencana Pembangunan
Jangka WMenengah Masional (RPJMN).
Dalam RPJIMN 2004-2009, pemerintah telah
menetapkan program wilayah perbatasan
yang dilaksanakan untuk mencapai dua
tujuan sekaligus, yaitu pertama, menjaga
keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan
hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh
hukum internasional. Kedua, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat dengan
menggali potensi ekonomi, sosial, dan
budaya, serta keuntungan lokasi geografis
yang sangat strategis untuk berhubungan

dengan negara tetangga™ Gabungan
Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan
dilakukan guna meningkatkan kuslitas

sumber daya finansial maupun pasar yang
diperlukan dalam rangka memperkuat
hubungan dengan masyarakat MNegara
tetangga.

Khusus untuk pengelolaan pulau-pulau kecil
terluar pemerintah telah  menerbitkan
Peraturan Presiden no. 78 tahun 2005

* Matindas dan Sutisna “Kebijakan Dan Strategi
Penataan Dan Pemeliharaan Batas Wilayah NKRI
dan Pulau-Pulau Kecil Terluar”, disampaikan
pada “Forum Koordinasi dan  Konsultasi
Pembangunan Wilayah Perbatazan dan Pulau-
pulau Kecil TerluarKementerian Koordinator
Bidang Polhukam”. Jakarta 18 Juli 2006
“Suprayoga Hadi (2013). ‘Program
Pembangunan Kawasan  Perbatasan’,
Buletin Penata Ruang, Edisi 3 tahun 2013
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tentang pengelolaan pulau-pulau  kecil
terluar yang pelaksanaannya berada di
bawah Menteri Koordinator bidang Politik
Hukum dan Keamanan (Polhukham).
Perpres tersebut mengatur agar
pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar
selain  untuk tujuan menjaga keutuhan
wilayah MNKRI, juga untuk menjaga
keamanan nasional, pertahanan negara dan
bangsa Indonesia, serta menciptakan
stabilitas kawasan melalui pemanfaatan
sumber daya alam guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Bidang-bidang
yang dikelola dalam pembangunan pulau-
pulau kecil dan teduar meliputi sumber daya
alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan
perhubungan, pembinaan wilayah,
pertahanan dan keamanan, dan ekonomi,
sosial, serta budaya. Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Presiden No,
26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Masional (RTRWHN)  yang
menetapkan sembilan kawasan perbatasan
negara beserta 26 Pusat Kegiatan Strategis
Masional (PKSN) sebagai pusat layanan
kawasan perbatasan, yang bertujuan untuk
menyediakan layanan kegiatan masyarakat
di perbatasan termasuk layanan kegiatan
lintas batas.”’

Arah  kebijakan untuk pembangunan
kawasan perbatasan sebagaimana
disebutkan dalam RPJMN 2010-2014
adalah  mempercepat  pengembangan
kawasan perbatasan sebagai beranda
depan Negara. Dengan demikian, kawasan
perbatasan menjadi pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan Negara
tetangga secara terintegrasi dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
keamanan MNegara dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.

5. Pembangunan jalur Palavaran Perintis

Pembangunan daerah tertinggal, terpencil,
dan terluar tidak dapat berjalan tanpa
didukung ecleh infrastruktur yang memadai,
khususnya dalam bidang transportasi.
Masalah transportasi merupakan salah satu
masalah krusial dalam pembangunan
daerah terpencil di samping masalah
komunikasi dan jaringan air bersih, Untuk
menghubungkan pulau-pulau terpencil dan
terluar, diperlukan sarana pelayaran yang
layak dan terjangkau oleh masyarakat,
Indonesia yang merupakan MNegara
kepulauan memerlukan sarana transportasi
laut yang memenuhi kebutuhan sesuai

* bid



keadaan daerah. Masalahnya adalah, dalam
system pelayaran dan perdagangan bebas,

kapal-kapal komersial hanya  akan
mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang
memiliki keuntungan ekonomi. Daerah-

daerah terluar dan terpencil, yang sebagian
besar masih merupakan daerah tertinggal,
umumnya tidak disinggahi kapal-kapal
swasta yang komersial karena tidak memiliki
keuntungan ekonomi.

DCalam sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan
maritim seperti Sriwijaya telah memiliki
teknologi pelayaran yang sejajar dengan
bangsa-bangsa lain di kawasan Asia. Kapal-
kapal Nusantara telah memiliki teknologi
pelayaran untuk mengarungi samudra yang
luas, sebagai sarana transportasi para
pedagang, baik pedagang antara pulau

maupun antara samudra. Pada masa
pemerintahan  WVOC  pelayaran  dan
perdagangan bangsa Indonesia tidak

berkembang karena system monopoli yang
dijalankan oleh VOC. Memasuki abad ke 19,
ketika pemerintahan VOC digantikan oleh
pemerintahan colonial Hindia Belanda,
pelayaran kawasan Asia, termasuk juga
kepulauan MNusantara, yang menganut
system pelayaran bebas. Artinya pelayaran
di kawasan MNusantara diserahkan kepada
pasar, sesuai dengan Traktat London 1814,
System perdagangan dan pelayaran bebas
menguntungkan Inggris yang telah memiliki
sarana pelayaran dan armada yang lebih
kuat.

Untuk membendung kapal-kapal dagang
Inggris memasuki seluruh wilayah koloni di
Hindia Belanda, Pemerintah Belanda pada
tahun 1818 mengeluarkan peraturan yang
menetapkan bahwa pemerintahan Hindia
Belanda hanya membuka satu pelabuhan
untuk kapal-kapal asing, yaitu pelabuhan di
Batavia, dengan kekecualian, mereka dapat
mengangkut barang di pelabuhan Semarang
dan Surabaya. Di samping itu, pemerintah
Hindia Belanda juga memberlakukan
diferensiasi tarif yang memberlakukan pajak
dua kali lipat terhadap kapal-kapal asing.
Kapal-kapal yang datang dari daera-daerah
di bawah kekuasaan Hindia Belanda, atau
kerajaan-kerajaan pribumi merdeka yang
menjalin hubungan dagang dengan Hindia
Belanda diijinkan untuk membongkar dan
memuat barang di semua pelabuhan di
Jawa. MNamun demikian, jika mereka
melakukan pelayaran ke dan dar Eropa,
Amerika, dan daerah-daerah koloni Eropa
atau Amerika di Asia dan Afrika hanya
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diifinkan untuk berdabuh di  pelabuhan
Batavia, Semarang, atau Suraba}fa.as

Di pihak lain, Inggris mengembangkan
Singgapura sebagai  pelabuhan bebas.
Pembukaan Singapura sebagai pelabuhan
perdagangan bebas menjadi ancaman bagi
kebijakan pemerintah Hindia Belanda
tersebut. Jika pemerintah Hindia Belanda
tetap  memperahankan  kebijakannya
dengan hanya menjadikan Batavia sebagai
satu-satunya pelabuhan internasional, para
pedagang akan mengalihkan  kapal-
kapalnya ke Singapura. Sebaliknya jika
pemerintah  Hindia Belanda meambuka
pelabuhan-pelabuhan bebas di  daerah
koloninya, akan terjadi ekspansi kapal-kapal
Inggris ke wilayah Hindia Belanda karena
Inggris memiliki sarana dan kekuatan
pelayaran yang lebih maju.

Untuk menghadapi persaingan dengan
pelayaran Inggris, Pemerintah Hindia
Belanda menerapkan System perdagangan
dan pelayaran bebas di wilayah Hindia
Belanda. Pelayaran samudra dimonopoli
oleh kapal milik/berbendera Belanda
(khususnya KPM), yang menyinggahi
pelabuhan-pelabuhan internasional di
wilayah Musantara. Angkutan pelayaran
antara pulau atau antara wilayah di
Indonesia yang menghubungan pulau-pulau
terpencil  dengan  pelabuhan-pelabuhan
Internasional dilakukan oleh kapal-kapal
milik bangsa Indonesia atau Cina. Kapal-
kapal tersebut mengangkut hasil bumi dari
daerah atau pulau-pulau  terpencil ke
pelabuhan-pelabuhan internasional.

Di samping itu, untuk menghadapi system
transshipment di  pelabuhan Singgapura,
KPM sebagai perusahaan yang
mendapatkan monopoli atas pelayaran di
Musantara, menerapkan sistem konosemen

terusan. Dengan sistem ini, maka
pengalihkapalan antara KPM dengan
perusahaan-perusahaan perkapalan

Belanda lainnya diperakukan sistem satu
tiket terusan sehingga biaya pengapalan
menjadi lebih murah. Di samping untuk
menyingkirkan para pesaingnya. cara ini
juga dapat mengalihkan kegiatan pelayaran
Hindia Belanda dari Singgapura.™

Kajayaan KPM berakhir ketika |Indonesia
dikuasai Jepang. Meskipun demikian,
setelah Indonesia merdeka, KPM berusahan
menghidupan kembali jaringan pelayaran di

* Singgih Tri Sulistiyeno, Pengantar Sejarah
Maritim Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2004, halaman 107-108

* singgih Tri Sulistiyono, Op. Cit, halaman 206-
207,



seluruh wilayah laut Indonesia. Jalur-jalur
pelayaran direorganisasi kembali seperti
ketika jaman kolonial Hindia Belanda,
terutama jalur pelayaran pantai di kawasan
Indonesia  Timur. Untuk  memenuhi
kebutuhan armada, pemerintah Belanda
memberikan  bantuan  kredit kepada
perusahaan kapal di Indonesia dengan
pengembalian bunga lunak. Di Samping itu
dibentuk pula Stichting Gemeenchapelijk
shepenbezit sebagai pemegang otorita
pemilikan kapal bersama dalam rangka
mempercepat pembangunan dunia
perkapalan di Indonesia. Dalam kaitannya
dengan itu, pemerintah Belanda
mensponsori  berdiringa Maskapai Kapal
Sulawesi Selatan yang kemudian dikenal
dengan Perusahaan Pelayaran Sulawesi
Selatan, dan MNoord Celebes en Molluken

Maatschappf yang kemudian  dikenal
dengan nama Pelayaran Rakyat
Indonesia.*

Sebagai MNegara yang baru merdeka,

Indoneisa berusaha membangun jaringan
pelayaran tersendii  untivk menandingi
dominasi KPM. Untuk itu, pemerintah
Indonesia mendirikan PELNI (Pelayaran
Masional |ndonesia) yang diumumkan
berdiinya pada tanggal 30 Aprl 1952,
Meskipun demikian, sampai nasionalisasi
perusahaan KPM tahun 1957 Pelni
menghadapi masalah kurangnya armada
kapal. Pasca hengkanya kapal-kapal KPM
dari wilayah perairan Indonesia, Pelni
menghadapi  masalah  serus.  KPM
mewariskan 16.000 karyawan sementera itu
tidak ada satu pun kapal milik KPM yang
dapat diambil alih Pelni karena seluruh
kapal KPM dilarikan ke |uar wilayah laut
Indonesia. Pelni  berusaha mengatasi
kekosongan jalurjalur  pelayaran yang
ditinggalkan Pelni, dan baru mulai pulih
pada dekade tahun 1960-an.*' Karena
luasnya wilayah laut Indonesia dan tuntutan
tidak boleh rugi, kapal-kapal Pelni
menyelenggarakan pelayaran reguler pada
jalur-jalur yang memiliki nilai ekonomi, baik
pelayaran antarpulau maupun pelayaran
samudra, Akibatnya banyak dasrah-daerah
yang tidak disinggahi kapal-kapal secara
reguler karena dianggap tidak memberikan
keuntungan. Daerah-daerah tersebut
dilayari dengan kapal-kapal carteran yang
mahal. Akibatnya daerah-daerah tersebut
menjadi terisolir. Upaya untuk menjangkau
dagrah terisolir terutama yang berbatasan
dengan MNegara tetangga, pemerintah

“* |bid, hataman 229
! |bid, halaman 253
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mengembangkan jalur pelayaran perintis.
Pelayaran perintis adalah salah satu
subsistem angkutan laut dalam negeri yang
dilakukan  oleh  pemerintah  dengan
memberikan subsidi operasicnal bagi kapal-
kapal yang melayani proyek angkutan laut
perintis. Pelayaran perintis diadakan karena
adanya keinginan  pemerintah  untuk
melakukan pemerataan pembangunan demi
terciptanya stabilitas nasional yang dinamis,
sementara itu  kemampuan kapal laut
nasional komersial masih terbatas dan daya
jangkau masyarakat masih rendah untuk
menggunakan angkutan laut komersial,
Proyek perintis dilakukan pada saat
Menteri Perhubungan dijabat oleh Emil
Salim. Pada tahun 1973, ia dipanggil oleh
Presiden Suharto untuk diberi tugas baru
sebagal Menteri Perhubungan, Komunikasi,
dan Pariwisata, Fokus perhatian Presiden
Suharto yang disampaikan kepada Emil
Salim adalah pembangunan dengan bingkai
wawasan nusantara. Satu hal yang Presiden
rasakan dalam  menyusun  strategi
pembangunan adalah sistem transportasi
dan komunikasi yang menunjang kesatuan
dan persatuan wawasan nusantara,
Presiden merasa prihatin  menyaksikan
sulitnya transportasi di daerah Indonesia
bagian Timur, khususnya Irian Jaya (kini
Papua).Dalam perhubungan udara
pemerintah membangun proyek
penerbangan penntis dengan membeli 22
pesawat twin otter untuk menghubungkan

daerah-daerah pedalaman Iran Jaya,
Sulawesi, Nusa tenggara timur, dan
kepulauan Maluku. Cita-cita Presiden

Suharto waktu itu adalah bahwa semua ibu
kota propinsi berada di jalur penerbangan,
sehingga tersusun sistem angkutan udara
yang mencakup jalur utama dan dirangkai
dengan jalur penunjang (feeder line),
Sedangkan untuk daerah-daerah kepulauan
yang tidak dapat dijangkau dengan jalur
penerbangan, Presiden menginstrusikan
agar diadakan pelayaran perintis. Polanya
sama dengan jalur penerbangan; jalur
utama menghubungkan kota-kota besar di
tepi pantai ditunjang cleh jalur penunjang
yang memasok jalur utama. Untuk
mengembangkan jalur penunjang
dikembangkan armada perintis pelayaran
dengan mengutamakan propinsi-propinsi
berkepulauan seperti Riau, Maluku, dan
Irian Jaya.*

“Emil  Salim,
Ngasorake™
http://Seeharto.coltag/

“Menang
hagian

tanpa
2



Angkutan laut perintis (sebut pelayaran
perintis} dicanangkan pada akhir Pelita
(pembangunan lima tahun) pertama, tahun
1974, Proyek ini dimulai dengan
mengoperasikan  kapal milik pemerintah
sebagnyak 9 unit untuk 15 trayek dan
menyinggahi 79 pelabuhan. Pada tahun
1878, pemerintah meningkatkan jumlah
kapal menjadi 12 unit yang beroperasi
dengan melayani trayek sebanyak 22. Pada
tahun itu, jumlah penumpang yang diangkut
mencapai 38.944 orang, dan 47.137 ton
barang. Besar layanan meningkat |lagi pada
tahun 1977/1878 menjadi 76.280 orang dan
barang 62658 ton yang dilayani oleh 13
buah kapal. Pada tahun 1978/1979, hasil
dar layanan perintis lebih meningkat lagi
terutama yang berasal dari hasil tambang
yang jumlahnya mencapai setengah milyar
rupiah. Pada tahun itu, jumlah orang yang
diangkut  mencapai  104.531  orang
sedangkan barang mencapai 52861 ton.
Kapal yang digunakan tetap 13 unit dengan
trayek sebanyak 22. Kenaikan vang
fantastis terjadi pada tahun 1979/1980,
dengan jumlah kapal sebanyak 16 unit,
proyek pelayaran perintis  mampu
mengangkut 129.034 orang, 57.951 ton
barang, dan hasil uang tambang mencapai
Rp 654 juta.*’

Tabel 5

Perkembangan Armada Pelayaran Perintis
pada Periode 1974-1594

N | Uraian Sat | 197 | 198 | 199
s uan | 4 4 4
1 | kapal Bu |9 30 30
ah
2 | trayek Bu |15 |28 30
3 | pelabuhan Bu |79 | 177 | 195
ah
4 | Frekwensifjpe | Kali | 30 |17 | 21
nyinggahan fth L=
5 | penumpang Ora | 13. | 124. | 241,
, ng | 858 | 505 | 596
6 | muatan Ton | 14. | 31.2 | 101.
702 | 0O | 0OOD

Sumber: Diclah dar Pidato Kenegaraan
Presiden RI, Pelaksanaan Pelita IV dan V

Dari data-data tersebut, Dirjen Perhubungan
Laut Pongky Soepardjo dalam sambutannya
pada Rapat Kerja Teknikal Proyek Armada
Perintis, di Cisarua Bogor tanggal 20 Maret
1980 menyimpulkan bahwa fungsi armada
perintis bukan hanya untuk menghubungkan
dagrah-daerah  terpencil, tetapi juga
menciptakan hal yang posistif terhadap
perkembangan perekonomian daerah lemah

* Dunia Maritim, 4/xxx/April 1980.
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itu sendiri, serta dapat menciptakan suatu
pelayaran yang teratur, tetap, serta aman.
Karena itu, ia berharap pelayaran perintis
mampu menaikan taraf hidup masyarakat di
daerah terpencil. Sebab adanya distribusi
bahan/barang yang teratur, akan sangat
berpengaruh  terhadap  perkembangan
perdagangan.*

Upaya untuk menambah jumlah kapal dan
trayek peritis terus dilakukan sejalan dengan
permintaan masyarakat. Pada tahun 1983
jumiah kapal bertambah menjadi 36 unit
yang melayani 35 trayek dan menyinggahi
214 pelabuhan. Jumlah penumpang yang
diangkut pada tahun 1981/1982 mencapai
168.183 orang sedangkan barang mencapai
897.048 ton. Hal itu menunjukkan bahwa
pemanfaatan pelayaran perintis  oleh
masyarakat cukup tinggi.  Tingginya
pemanfaatan kapal perintis antara lain juga
disebabkan karena keteraturan jadwal
kunjungan pada setiap pelabuhan.**Jumiah
kapal yang melayani jalur perintis hingga
tahun 2012 sebanyak 80 unit, di mana 38
unit diantaranya merupakan kapal yang
dibangun dan dicperasikan cleh pemerintah.
Secara keseluruhan kapal perintis tersebut
menyinggahi 32 pelabuhan pangkal serta
487 pelabuhan singgah.*

Trayek pelayaran perintis sifatnya tidak
permenen. Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut setiap tahunnya mengevaluasi trayek
yang dilalui kapal-kapal perintis, Daerah-
daerah yang dianggap sudah mandiri dan
mampu melaksanakan pelayaran dengan
angkutan laut komersial, maka trayek
angkutan perintis pada daerah tersebut
dihapus dan dialihkan ke daerah lain yang
membutuhkan. Hal itu terjadi pada tahun
1984, Berdasarkan Surat Keputusan Diren
Perhubungan Laut Mo, AL 591/1-84
tanggal 7 April 1984 ada empat trayek yang
dihapus pada tahun 1984 karena daerah
pada keempat trayek tersebut dianggap
sudah berkembang sehingga sudah dapat
diisi dengan kapal-kapal niaga atau
pelayaran lokal. Keempat trayek vang
dihapus adalah dua trayek dihapus karena
dianggap sudah tidak diperlukan, dan dua
sisanya digabungkan dengan trayek lain.
Kedua trayek yang dihapus adalah trayek R-
1 untuk daerah operasi Aceh pantal barat
dengan pelabuhan singgah Kruengraya,

“Ibid
**Dunia Maritim, 1fxxxiiiflanuari 1983,

45
http://industri.bisnis.com/read,/20130728/98/1
53561/kemenhub-siapkan-18-kapal-perintis-
hingga-2014.



Sabang-Sinabang, Tapak Tuan, Fulau
Banyak, Singkel, Sibolga PP. Kemudian
yang kedua adalah R-6 untuk daerah
operasi Riau dengan pelabuhan singgah
Tanjung Pinang, Senayang, Daik, Panuba,
Dobo, Tarempa, Penuba, Dabo, Tarempa,
Letung, PP. Satu trayek, yakni trayek R-13
untuk daerah Sulawesi Selatan, NTT, NTE
ditiadakan dan digabung dengan trayek lain
yaitu pada pelabuhan singgah Makassar,
Selayar, Jampea, Bima, Labuhan Bajo, Reo,
Maumere, Kalabahi. Trayek R-10 dan 11
dihapus dan digabung menjadi trayek R-8
dengan daerah operasi pulau Timor dan
sekitarnya, dengan pelabuhan pangkalan
Dili dan pelabuhan singgah Kolama.*”

Daerah yang tadinya dianggap sudah
mampu menyelenggarakan  pelayaran
sendii yang didukung oleh pelayaran
swasta bisa kembali dilayari oleh kapal
perintis karena perminiaan masyarakat.
Daerah seperti Kepulauan Riau misalnya
pelayaran perintis R-6 vyang dihapus
trayeknya karena dianggap sudah maju dan
dilayari oleh pelayaran swasta, ternyata
kembali dilayari oleh trayek perintis karena
pelayaran swasta tidak lagi mengunjungi
daerah tersebut. Kepulauan Riau sebagian
besar wilayahnya berupa kepulauan, dan
sebagian di antara pulau-pulau tersebut
berhadapan dengan negara tetangga.
Beberapa pulau sepertj Tarempa,
tempatnya terpencil dan berbatasan dengan
negara tetangga. Daerah ini di samping
ombak laut besar, terutama pada musim
barat, lokasinya berada di paling utara
sehingga fidak pernah didatangi kapal
swasta nasional secara teratur. Kapal-kapal
yang singgah di daerah ini adalah kapal
penangkap ikan berbendera asing. Daerah
lain yang kondisingya seperti Tarempa
adalah  Serasan, Rinau, Sedanau, dan
Midai. Untuk mengangkut dan
mendistribusikan barang dari dan ke pulau-
pulau tersebut, pada tahun 1993/1994
pemerintah mengopersikan kembali dua
kapal perintis yang  masing-masing
berpangkalan di Pangkal Pinang dan
Pontianak. Pengoperasian armada perintis
yang berpangkalan di Pangkal Pinang
(trayek R-3} pada tahun 1994/1994 mampu
mengangkut 20.745 orang penumpang.
Pada tahun 1994/1995 kapal perintis pada
trayek tersebut mengangkut 13.941 orang.
Kapal perintis yang berpangkalan di Tanjung
Pinang, lama pelayaran dalam satu round
voyage 13 hari dan target frekuensi dalam
satu tahun 28 voyage. Sedangkan yang

* Dunia Maritim, 5-6/xxxiv/Mei-Juni 1984,
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berpangkalan di Pontianak satu round
perjalanan ditempuh dalam waktu 13 hari
dan 22 voyage dalam satu tahun

Upaya untuk meningkatkan layanan kapal
perintis terus dilakukan, selain menambah
kapal untuk mengisi trayek-trayek baru, juga
untuk memperpendek lama perjalanan.
Pada tahun 1994 jumlah armada perintis
mencapai 30 kapal untuk 30 trayek yang
menyinggahi 195 pelabuhan dengan waktu
tempuh rata-rata 21 hari. Pada tahun 2005,
jumlah trayek menjadi 48, dan tahun 2010
bertambah menjadi 60 dan tahun 1012

bertambah menjadi 80 trayek. 85% dari
trayek tersebut berada di kawasan
Indonesia  bagian Timur, dengan lama

putaran sekitar 13-15 hari, Itu adalah hari
yang cukup panjang. Selama dalam kurun
waktu hampir 40 tahun, jumiah pelayaran
perintis terus bertambah yang berarti subsidi
pemerintah  untuk membiayai pelayaran
perintis terus meningkat. Dengan terus
bertambahnya kapal-kapal pelayaran
perintis, maka ada dua kemungkinan;
pertama, daerah-daerah tersebut terus
miskin yang berati pembangunan di
daerah-daerah tersebut belum membuahkan
hasil, atau memang pemerintah yang akan
terus mensubsidi pelayaran perintis.”

Dalam sebuah round table yang
diselenggarakan Litbang Perhubungan di
Jakarta pada tanggal 24 MNovember 2012,
menghasilkan kesimpulan bahwa pelayanan
angkutan laut perintis  belum dapat
mewujudkan konektivitas dan mendukung
pengentasan kemiskinan di pulau-pulau
kecil, terpencil dan perbatasan. Forum
diskusi merekomendasikan perlunya peran
pemerintah propinsi dan kabupaten untuk
mewujudkan konektivitas, dan pengentasan
kemiskinan masyarakat terpencil, Dalam
Round table tersebut disimpulkan juga
bahwa kelemahan penyelenggaraan
angkutan laut penntis antara lain adalah
jarak pelayanan sangat jauh. ‘\Waktu
pelayaran dalam satu roundtrip cukup lama,
sehingga penumpang yang akan kembali
menuju asal keberangkatannya harus
menunggu  paling sedikit 2 minggu. Di
samping itu, masih ada trayek vyang
berhimpit dengan  trayek  angkutan
komersial. Meskipun demikian, diakui bahwa
pelayaran  pelayaran  perintis dapat

*“*Dunia Maritim, 3/xlv/April-Mel 1395,

* subsidi untuk pelayaran perintis pertahun
mencapal Bp 400 milyar pertahun

(www. bumn.go.id) Subsidi untuk Pelayaran
nasional tingkat ekonomi melalul PT. Pelni
mencapai Rp 857 milyar (www. tempo.com).



menggairahkan ekonomi rakyat. Pelayaran
kapal perintis selama ini sudah ikut
menggerakkan dan mendorong bangkitnya
perekanomian dan berkembangnya
kehidupan sosial masyarakat di daerah
terpencil dan terisolir, terutama daerah
terbelakang dan di perbatasan, *
Jumlah trayek pelayaran perintis secara
umum terus bertambah seiring dengan
kebutuhan dan permintaan daerah. Pada
tahun 1996 jumlah trayek baru mencapai 39
trayek dengan 17 pelabuhan pangkal. Pada
tahun 2000 jumlah tersebut menuru menjadi
38 meskipun jumilah pelabuhan pankalnya
bertambah menjadi 18. Peningkatan yang
drastic terjadi pada tahun 2005. Pada tahun
ini jumiah trayek bertambah menjadi 48
dengan pelabuhan singgah juga bertambah
menjadi 22. Kemudian pada tahun 2010
meningkat lagi menjadi 60 trayek dengan 30
pelabuhan pangkal, dan meningkat lagi
pada tahun 2012 menjadi 67 trayek
sementara itu jumlah pelabuhan pangkalnya
tetap 30.%'Jaringan trayek pelayaran Perintis
sampai tahun 2012 telah dapat menjangkau
wilayah Indonesia teriuar. Daerah-daerah
seperti Miangas dan Marore di Propinsi
Manado bahkan dilalui oleh tiga jalur trayek
pelayaran perintis, yaitu trayek R19 dan R
20 yang berpelabuhan pangkal di Bitung,
dan trayek R 21 dengan pelabuhan pangkal
di Tahuna. Miangas dan Marore merupakan
pulau terluar berbatasan dengan Filiphina,
Penduduk yang mendiami pulau-pulau
terluar secara umum tidak banyak. Misalnya
Pulau Miangas yang luasnya 62,2 ha dihuni
oleh 631 penduduk, sedangkan Pulau
Marore yang luasnya 1685 ha dihuni oleh
842  jiwa. Mereka lebih  banyak
berkomunikasi dengan warga Negara
Filiphina.™

Puolau Terluar vang menjadi titilk simpul

trayek pelayaran perintis

*http://ditlala.org/index.php?page=detail&id=3
JOR=ANGKUTANTZ0%20LAUT%20% 20PERINTI
5% 20%20BELUIMS:20% 20ATASI 20% 20K EMISK]
MNAN.

*! Data ini diolah dari Surat Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut tahun 1996 hingga
tahun 2012 tentang laringan Trayek dan
Kebutuhan Kapal Angkutan Laut Perintis, serta
Ketentuan-ketntuan Pelaksanaannya.

- San Diamar
http://kawasan bappenas.go.id/images/seminar
/5.pdf
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Sumber: Son Diamar
6. Pengelolaan Pelayaran Perintis

Operator pelayaran perintis telah
mengalami beberapa kali perubahan, Pada
awal dicanangkan (tahun 1974), pelayaran
perintis  dilaksanakan oleh  Direktorat
Mavigasi, Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut karena Direktorat ini mengelola kapal
negara. Untuk memenuhi kebutuhan trayek,
selain  menggunakan  kapal sendiri,
Direktorat Navigasi juga mencarter kapal
swasta. Pada tahun 1891, pengelolaan
trayek perintis dialhikan kepada PT. Pelni
berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan No. KM 13/AL 3010/Phb-81.
Pelaksanaannya dilakukan dengan sistem
swakelola untuk 14 unit kapal negara yang
khusus dibangun untuk pelayaran perintis.
Untuk mengatasi kekurangan kapal, Pelni
dapat mencarter kapal milik perusahaan
swasta,

FPengelolaan  trayek  pelayaran
perintis yang dilakukan oleh PT, Pelni tidak
berlansang lama. Pada tahun 1987,
pengelolaan angkutan pelayaran perintis
diambil kembali oleh pemerintah, dalam hal
ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

melalui Proyek Armada Perintis.
Pengelolaan proyek pelayaran perintis pada
periode ini dilakukan dengan cara

pemberian subsidi operasional berdasarkan
kontrak murni antara pemerintah dengan
PT. F‘gtni dan perusahaan pelayaran
swasta,”™ Kontrak yang dilakukan oleh
pemerintah dengan perusahaan angkutan
laut perintis baik BUMMN maupun swasta
dilakukan berdasarkan negosiasi kewajaran
harga penunjukan langsung.™

Kontrak berdasarkan sistem
penunjukan langsung berlangsung sampai
tahun 1989, Pada tahun 1990, pemerintah
memberlakukan sistem pelelangan umum.
Pelelangan ini bersifat terbuka. Semua
perusahaan angkutan pelayaran yang

“Direktorat Perhubungan Laut, 2011,
** Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2011
**Dunia Maritim, 11/x|/November 1990,
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Sumber: diolah dari Data Distribusi Anghkutan Laut

Perintis Direktorat Jenderal Pechubungan

Laut
Jadwal perjalanan tidak pasti.
Ketidaktepatan |adwal pelayaran perintis
disebabkan oleh beberapa hal seperti cuaca
buruk, dan kapal rusak, tetapi tidak jarang
juga terjadi karena kontraknya dengan
pemerintah sudah habis sementara proses
lelang belum selesai. Seperti disebutkan
dalam Surat Keputusan Difen Perhubungan
Laut, pengadaan operator angkutan laut
perintis  dilakukan melalui  pelelangan
terbuka berdasarkan kontrak tahun tunggal,
yaitu dalam satu tahun anggaran yang
berlangsung antara 1 Januard sampai
dengan 31 Desember. Dengan demikian,
Kementerian Perhubungan setiap tahun
melakukan pelelangan operator angkutan
laut perintis. Proses lelang memakan waktu
kurang lebih satu bulan. Jika pada awal
Januari baru mulai proses pelelangan, hal
tersebut berarti ada kevakuman jalur
pelayaran perintis selama kurang lebih satu
bulan. ltupun kalau pelelangannya mulus.
Jika pelelangannya gagal hal itu berarti
akan lebih lama lagi masa vakum sampai
penunjukkan operator  yang baru.
Kevakuman transportasi laut perintis sering
terjadi juga jika kapal mengalami kerusakan.
Tempat pemeliharaan kapal hanya ada di
kawasan Indonesia bagian Barat. Kondisi ini

dapat memperpanjang kevakuman
transpaortasi pada jalur pelayaran perintis.
Sistemn kantrak tahunan

berdasarkan tahun tunggal membuat ada
waktu-waktu kapal yang tidak beroperasi
karena proses lelang dan kontrak belum
selesai, Perpres No. 54 tahun 2010 dan
Perubahannya, Perpres No, 70 tahun 2012
mengatur mekanisme penujukkan langsung
untuk pengadaan barang dan jasa yang
menyangkut layanan umum. Kontrakior
operator kapal angkutan pelayaran perintis

a2

SEMIMAR NASIONAL RISET INCWATIF II, TAHUN 2014
ISSM ; 2339-1553

menghendaki kontrak tahun jamak karena
dibolehkan dalam UU No. 17 tahun 2008
tentang pelayaran dan PP No. 20 tahun
2010 tentang Angkutan di Perairan. Atas
dasar itu maka banyak operator pelayaran
perintis meminta agar dibuat kontrak jangka
panjang. Dalam PP No. 20 tahun 2010
bahkan dijelaskan dalam penjelasannya
bahwa kontrak jangka panjang yang
dimaksud adalah kontrak lima tahunnan,
Sampal tahun 2012 pengadaan kapal
perintis  untuk melayari jalur  perintis
dilaksanakan berdasarkan kontra tahun
tunggal. Dalam berbagai kasus sering terjadi
kontrak terlambat dilaksanakan sementara
itu kontrak pada tahun berjalan sudah
berakhir. Sesuai dengan mata anggaran,
kontrak bisa dilakukan per tanggal 2 Januari
dan berakhir tanggal 31 Desember tahun
yang sama. Sesuai Perpres No. 54 tahun
2010 dan No. 70 tahun 2012 proses
pelelangan dapat dilakukan ketika pagu
indikatif sudah ditetapkan dan kontrak
ditandatangani setelah DIPA diterima.

8. KESIMPULAN

Ada paradigma baru dalam menentukan
kebijakan pembangunan daerah terluar atau
terdepan yang berbatasan dengan negara-
negara lain. Pembangunan di daerah terluar
bukan hanya dititikberatkan pada
pendekatan keamanan, tetapi juga dengan
pendekatan kesejahteraan. Jalur trayek
pelayaran perintis secara umum telah dapat
menjangkau daerah-daerah terluar NKRI
Pemerintah selalu mengevaluasi dan
menyempurnakan trayek-trayek pelayaran
perintis. Meskipun demikian, lama
perjalanan untuk satu trayek kapal perintis
masih terlalu panjang, berkitar sekitar 15
hari, sementara itu di daerah-daerah
tertentu terjadi overlapping penyinggahan
jalur pelayaran perintis. Masih teqadi
kevakuman jalur pelayaran perintis yang
disebabkan kapal rusak atau keterlambatan
lelang. Subsidi trayek pelayaran perintis
menurut peneliti masih terlalu tinggi karena
masih rendshnya penumpang karena
rendahnya populasi penduduk di beberapa
daerah perbatasan.

9. Rekomendasi
1. Implementasi pembangunan di kawasan

perbatasan dilakukan secara terintegrasi

dan dikelolacleh pemerintah pusat
dengan perkoordinasi dengan
pemerintah daerah.

Jalur trayek pelayaran perintis harus
selalu dievaluasi dan disempurnakan



sehingga lama perjalanan satu trayek

kapal perintis dapat diperpendek
maksimal satu minggu untuk satu kali
perjalanan.

3. Pemerintah harus meninjau kembali
jalur-jalur trayek yang masih overapping
di beberapa pelabuhan singgah.
Pemerintah harus mensyaratkan dalam
dokumen lelang tentang keharusan
pemenang lelang menyediakan kapal
cadangan di pelabuhan pangkal.

5. Dalam hal-hal tertentu, untuk menjamin
kelangsungan layanan kapal perintis di
setiap trayek, pemerintah dapat
melakukan  penunjukkan  langsung
terhadap perusahaan operator kapal
perintis sebagaimana diatur dalam
Perpres No. 54 tahun 2010 dan
perubahannya, yaitu Perpres No. 70
tahun 2012 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah.
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